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Abstrak
UUPA yang berlaku sejak tanggal 24 September 1960 telah menghapus dan
mengubah sistem pertanahan pemerintah Belanda yang bersifat individualistis dengan
sistem dualisme menjadi bersifat kekeluargaan berdasarkan konsep hukum adat yang
menerapkan sistem unifikasi dengan kodifikasi.
Dengan adanya ketentuan konversi, maka status tanah hak eigendom hanya
berlaku sampai tanggal 24 September 1980, setelah itu semua berdasarkan Keppres
No. 32 Tahun 1979. Bagi Penduduk yang menduduki tanah negara bekas hak
eigendom diberikan prioritas untuk mengajukan hak atas tanah tersebut.
Untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah dalam hal ini BPN melaksanakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik bagi negara maupun
bagi masyarakat. Produk akhirnya adalah sertipikat yang diberikan kepada pemilik
tanah, dan menjadi bukti hak terkuat atas kepemilikan tanah. Namun dengan adanya
Keppres No. 33 Tahun 1979 dan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1979 terkait
stelsel negatif yang dianut dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah serta hukum
acara perdata yang menerapkan pembuktian formal, telah timbul peluang bagi
spekulan dan mafia tanah untuk merekayasa kepemilikan tanah yang menimbulkan
sengketa tanah berkepanjangan sehingga menghambat pembangunan atas tanah
tersebut. Di samping itu, belum tuntasnya pendaftaran atas tanah dan belum adanya
kesatuan pemahaman konsep-konsep pertanahan antara BPN, instansi-instansi terkait,
dan para praktisi hukum telah memperburuk sengketa tanah yang berkepanjangan
sehingga kepastian hukum belum dapat terwujud sepenuhnya.
Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi hukum pertanahan nasional yaitu dengan
mengubah dan melengkapi UUPA maupun Peraturan-peraturan Pertanahan Indonesia
antara lain dengan membentuk satu pintu Peradilan Khusus Tanah yang dapat
mencegah sengketa pertanahan yang berkepanjangan.
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Abstract
The Regulation through UU No. 5 Of 1960, which came into effect since September
24, 1960, has abolished and changed the land system of the Dutch government which
is individualistic with a dualism system to be family based on the concept of
customary law that applies a unification system with codification.
With the conversion provisions, the status of eigendom rights land was only valid
until September 24, 1980, after all based on Presidential Decree No. 32 of 1979. For
residents occupying former state land, eigendom rights are given priority to submit
rights to the land.
To ensure legal certainty, the Government in this case BPN carried out land
registration throughout the territory of the Republic of Indonesia, both for the state
and for the community. The final product is a certificate given to landowners, and is
proof of the strongest right to land ownership. But with the Presidential Decree No.
33 of 1979 and Article 14 of Law No. 14 of 1979 related to the negative principles
adopted in the implementation of land registration and civil procedural law that apply
formal proof, there has been an opportunity for speculators and land mafia to
manipulate land ownership which results in prolonged land disputes that hinder the
construction of the land. In addition, the incompleteness of registration of land and
the absence of a unified understanding of land concepts between BPN, relevant
agencies, and legal practitioners have exacerbated prolonged land disputes so that
legal certainty cannot be fully realized.
Therefore, it is necessary to reform the national land law, namely by amending and
supplementing the Agrarian Law as well as the Indonesian Land Regulations, among
others, by establishing a door for Special Land Courts that can prevent prolonged
land disputes.
Keyword: Procedure Certification of Van Eigendom, Implementation of Certificate,
Agrarian Law
A. Pendahuluan
Negara kita adalah Negara hukum, Nyatanya setelah Indonesia merdeka
pada 17 agustus 1945, negara RI memilih menggunakan hukum-hukum
kodifikasi Belanda, yaitu untuk hukum Perdata KUHPerdata (BW) dan
KUHDagang (WvK) serta untuk hukum pidana KUHPidana. Demikian pula,
untuk hukum acara perdata digunakan HIR/RBG; sedangkan untuk hukum acara
pidana, negara RI t|elah menggunakan KUHAP karya Indonesia.
Setidaknya ada dua masalah yang mendasar dalam hukum tanah, yaitu
kepemilikan tanah yang tidak proposional dan kebutuhan tanah yang semakin
meningkat seiring penduduk yang bertambah. Dua persoalan ini mendorong
pembaruan hukum tanah.1 Selama proses pembentukan UUPA, muncul
pendapat-pendapat yang saling bertentangan mengenai konsep dasar undang-
undang ini, yaitu apakah negara atau rakyat yang memiliki tanah dan apakah
perlu pembaruan menyeluruh mengenai pengambilalihan dan redistribusi tanah
suatu pendapat yang tetap ingin mempertahankan system lama dengan
pembatasan-pembatasan2. UUPA adalah hasil kompromi dan merupakan undang-
undang colonial, yaitu Agrarische ET 1870. Di samping itu, undang-undang ini
punya pengaruh penting karena menjadi awal land reform, khususnya di  Jawa.
Dalam kenyataannya, land reform tidak dapat dijalankan sebagaimana
dimaksudkan karena tiga penyebab, yaitu (1) beberapa pasal UUPA sulit untuk
diterapkan, (2) kondisi social, politik, dan ekonomi tidak mendukung
pelaksanaan program ini, dan (3) tanah di Jawa tidak cukup untuk dapat
dibagikan kepada semua petani yang tidak memiliki tanah.3
Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah,
UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran
tanah diseluruh indonesia.4 UUPA yang dilahirkan pada 24 September 1960
merupakan unifikasi hukum agrarian dalam rangka menghapus dualism hukum
yang ada dengan cara mengkonversi hak-hak Barat dan hak-hak adat menjadi
hak-hak baru. Pola hubungan pada aturan hukum warisan Belanda telah
menyengsarakan rakyat: suatu golongan elite telah mendapatkan semua
keuntungan sementara rakyat memikul beban berat. Kaum bangsawan memberi
para petani tanah, tetapi meminta dari mereka tenaga kerja dan hasil bumi.
Belanda dan Inggris juga meminta tanah dan tenaga kerja.5
Melihat kerangka tata urutan pelaksanaan UUPA, khususnya peraturan
tentang konversi atas tanah bekas hak barat (eigendom), semuanya harus
1 Erman Rajaguguk, Hukum agraria Pola Penguasaan tanah dan Kebutuhan Hidup, Jakarta, Chandra
Pratama, 1995, hlm. I.
2 Ibid., hlm. 3.
3 Ibid.
4 Iwan Erar Joesoef, Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Hak Atas Tanah, Ius
Constitutum Vol.1 No.2 Tahun 2015, hlm.2.
5 Ibid., hlm. 48.
bersumber pada falsafah dan dasar hukum kita yang tertinggi dan tidak boleh
bertentangan. Hierarki dan tata urutan peraturan negara RI diatur dalam Tap
MPR-RI No. III Tahun 2000 Pasal 4 ayat 2. Negara RI menganut hukum positif
seperti pada teori Hans Kelsen tentang teori hukum murni di mana salah satu ciri
yang menonjol pada teori ini adalah paksaan. Oleh karena itu, setiap hukum
harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Di sinilah BPN
berperan sebagai alat negara dalam penguasaan, pengelolaan, dan penggunaan
serta penyelesaian permasalahan tanah.
Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi dan air serta
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Majelis
Permusyawaraatn Rakyat (MPR) telah menggariskan bahwa  pemanfaatan
tersebut  merupakan landasan pokok dalam menyelesaikan masalah pertahanan,
yang pada prinsipnya mengandung tiga pokok, yaitu:
1. Tanah harus dimanfaatkan untuk membantu peningkatan kesejahteraan
rakyat dan untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Tanah harus dipelihara kelestariannya.
3. Penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah perlu untuk ditata kembali
dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuannya sebagaimana disebut dalam
nomor 2.
Berdasarkan falsafah dan tujuan bangsa dan negara Indonesia seperti
tersebut di atas, maka hukum pertanahan warisan colonial tidak dapat
dipertahankan lagi karena tidak cocok dengan kultur kebudayaan bangsa
Indonesia sebagai negara agraris sejak turun-menurun. Oleh karena itu,
diperlukan pembaruan di bidang pertanahan yang berstruktur tunggal berdasar
hukum adat tentang tanah sebagai hukum asli dari sebagian besar masyarkat
Indonesia. Hukum adat merupakan sumber utama dalam pembangunan hukum
pertahanan nasional yang berarti bahwa pembangunan hukum pertanahan
nasional dilandasi konsepsi  hukum adat yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
“Komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara
individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus
mengandung kebersamaan.6
Falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila yang merupakan asas
kerohanian bangsa Indonesia yang meliputi seluruh tertib bukan negara, yang
dalam hal ini menjiwai hukum pertanahan nasional Indonesia dengan tujuan akan
mewujudkan masyarakat adil dan makmur seperti telah digariskan dalam Pasal
33 ayat 3 UUD 1945.
Pembentukan hukum pertanahan nasional tersebut meliputi lima program,
yaitu:
1. Pembaharuan hukum agrarian melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi
nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum
2. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi colonial atau tanah;
3. Mengakhiri pengisapan feudal secara berangsur-angsur;
4. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan
hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan
pemerataan kemakmuran dan keadilan.
5. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya secara terencana sesuai
dengan daya dukung dan kemampuannya7
Dengan program tersebut sebagai dasar pembentukan hukum pertanahan,
telah disahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar
pokok-pokok Agraria pada 24 september 1960 dan diundangkan dalam
Lembaran negara RI No. 104 Tahun 1960 UUPA yang disahkan pada 24
September 1960 memuat perubahan revolusioner dan drastis dari pada stelsel
hukum pertanahan yang berlaku hingga saat itu.
UUPA berlandaskan hukum adat. Hal ini dapat kita ketahui melalui
ketentuan yang tercantum pada Pasal 5 , yang menyatakan bahwa hukum
agrarian yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Dari
6 Boedi Harsono,  Hukum Agraria Indonesia, hlm. 229
7 Ibid., hlm. 3-4
ketentuan ini dapat diketahuo bahwa UUPA menggunakan konsepsi/ asas-asas
yang dikenal dalam hukum adat. Hukum adat mengenal asas pemisahan
horizontal antara tanah dengan benda-bvenda/bangunan yang berada di atasnya,
tetapi UUPA tidak secara tegas memberikan penjabaran asas pemisahan
horizontal tersebut. Oleh karena itu, penelitian terhadap hukum adat sendiri
merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika
masyarakatnya. Hukum adat selalu memperhatikan factor-faktor serta kenyataan
yanga da pada setiap kasus yang dihadapi.8
Cita-cita bangsa Indoensia seperti tertuang dalam UUD 1945 serta kemauan
rakyat Indonesia yang dicetuskan dalam ketetapan-ketetapannya Majelis
permusyawaratan Rakyat menyatakan bahwa tanah merupakan sumber daya
utama.9
Sebagai tindak lanjut dan penjabaran operasionalnya, pemerintah
mengeluarkan Keputusan Presiden RI BNo. 7 Tahun 1979 tentang Rencana
Pembangunan Lima Tahun Ketiga *Replita III). Lewat keppres ini pemerintah
menetapkan suatu kebijaksanaan khusus untuk pembangunan di bidang
pertanahan yang dikenal dnegan istilah “catur Tertib Pertanahan” yang meliputi:
1. Tertib Hukum Pertanahan.
2. Tertib Administrasi Pertanahan
3. Tetrtib Penggunaan tanah
4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan hidup.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah
yang menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini yang meliputi:
1. Bagaimana pelaksanaan  Sertifikasi Tanah  yang berasal dari Hak akte van
Eigendom verponding ?
8 Bachtiat Effendie, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 90
9 Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan
TapMPR RI IX/MPR/2001 (Jakarta: universitas Trisakti,2002),hlm. 25
2. Mengapa timbul kendala dalam proses sertifikasi tanah pasar baru yang
berasal dari Hak akte van eigendom verponding dan bagaimana
penyelesaiannya ?
C. Hak-hak Atas Tanah Yang Terpenting Menurut BW
Eigendom dalam pasal 570 B.W. ditetapkan:
“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan
dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan
kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang
atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang
berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.
Semuannya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan
undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”
Hukum Barat mengenal dua macam hak, yaitu hak kebendaan (zakelijk-
recht) dan hak perseorangan (persoonlijk-recht). Hak kebendaan adalah hak yang
memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap
setiap orang, yang disebut dengan zaaksgevolg atau droit de suit. Hak-hak yang
termasuk hak kebendaan ini di antaranya eigendom, postal, erfpacht, hypotheek
dan credietverband.10 Setiap orang harus mengindahkan kekuasaan ini. Hak
eigendom atas tanah misalnya merupakan satu benda/tanah itu. Walaupun dalam
kenyataan ada orang lain menguasa tanah itu, misalnya penyewa, yang ada
hubungan antara pemilik dan penyewa berdasarkan perjanjian sewa-menyewa,
akan tetapi tetap harus dipegang teguh, bahwa ada hubungan langsung anatra
pemilik dan tanah itu. Pemilik tanah itu dapat melaksanakan hak eigendomnya
dan berdasarkan atas hak eigendom itu dapat menuntut tanah itu di muka hakim
dari setiap gangguan atau campur tangan orang lain dalam hubungan anatra
pemilik dan tanah itu (hak revindicatie). Hak terhadap orang (persoonlijk-recht),
seperti hak berdasarkan atas perjanjian jual beli, perburuhan (arbeidscontract),
penanggungan (borgocht), kuasa (lastgeving), penitipan (bewaargeving) adalah
10 Lihat, Dirman, Perundang-undangan Agraria di Seluruh Indonesia J.B. Wolters, Jakarta, 1958, hal.
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hak yang ditujukan terhadap satu orang, jadi tidak terhadap setiap orang lain,
ialah hak untuk menuntut barang sesuatu dari seorang yang tertentu.11
Jadi persoonlijk-recht itu dapat mengenai benda pula, suatu benda yang
tertentu (sebidang tanah, sebuah rumah atau sejumlah uang) tetap selalu
ditujukan terhadap seorang yang tertentu. Bila misalnya seorang penyewa A
menyewa rumah dari seorang B, maka perjanjian itu hanya merupakan hubungan
antara si penyewa A dan si pemilik B itu. Apabila seorang lain C menyerobot
rumah itu, sehingga A tak dapat mendiami rumah itu, maka A dapat menuntut B
supaya rumah itu diserahkan oleh B kepada A, atau A dapat menuntut B supaya
membayar ganti kerugian kepadanya berdasarkan perjanjian sewa-menyewa.
Akan tetapi A tidak boleh menuntut C berdasarkan sewa menyewa tersebut, A
hanya dapat menuntut C kalau C dalam mengganggu itu melakukan suatu
perbuatan melanggar hukum (1365 BW). Jadi teranglah, bahwa perjanjian sewa-
menyewa itu adalah bersifat perseorangan (hanya anatra A dan B) dan tidak
bersifat kebendaan (tidak anatra A dan C)12
Hukum adat tidak mengenal perbedaan hak kebendaan dan hak
perseorangan itu. Seorang penggganggu C (bukan pemilik B) leluasa untuk
menegur C itu. Cukuplah apabila A secara pendek mohon peradilan begitu saja
di muka hakim, hanya dengan penjelasan duduknya keadaan yang menjadi soal
perselisihan. Hakimlah yang leluasa dan berwajib menempatkan gugatannya
pada suatu dasar hukum yang sesuai dengan maksud penggugat dan rasa
keadilan menurut hukum adat.
1) Hak Eigendom Paling Sempurna Menurut B.W
Hak Eigendom adalah hak kebendaan yang paling sempurna, artinya
lebih sempurna daripada hak=hak kebendaan lainnya. Hak eigendom adalah
induk dari pelbagai hak-hak lainnya, seperti erfpacht, vruchgebruik (hak
penggunaan hasil), dan sebagainya. Hak-hak yang terbatas itu (misalnya
erfpacht) bersumber pada hak eigendom, sedang hak-hak itu sendiri dapat
pula merupakan induknya lagi daripada hak-hak terbatas lainnya (misalnya
11 op. cit., hal. 142
12 loc.cit
erfpacht terhadap postal, sewa, dan sebagainya). Selanjutnya hak eigendom
itu adalah ha katas benda sendiri (recht op eigen zaak), sedang hak-hak
kebendaan lainnya adalah haka tas benda orang lain (recht op een anders
zaak)13
Hak eigendom itu memberikan kekuasaan kepada pemegangnya dua
macam kekuasaan, yaitu:
a. genot, kekuasaan untuk mengenyam kenikmatan, artinya memungut
hasil, memakai, memelihara, menghancurkan, memusnahkan, umumnya
melakukan perbuatan yang bersifat materiil belaka;
b. beschikking, kekuasaan utnuk menguasai (mepergunakan), yakni
meliputi segala kekuasaan untuk melepaskan (menjual, memberikan,
menukarkan), memberati (dengan gaadai, hypotheek, dan lain-lain),
membatasi hak itu dnegan ostal, erfpacht, sewa, pinjam pakai dan
sebagainya), umunya melakukan perbuatan hukum yang bersifat kebendaan
atau perseorangan.
Jadi mengingat kedua unsur genot dna beschikking itu, maka hak
eigendom itu yang asal mulanya dari hukum Romawi, adalah sangat
individualitas. Akan tetapi dewasa ini tidak ada kekuasaan orang yang
mutlak. Oleh akrena orang hidup dalam masyarakat, maka dalam
mempergunakan benda secara tidak terbatas itu harus diperhatikan pula
peraturan-peraturan Negara, sebab di dalam Negara harus ada tata tertib
agar kepentingan rakyat dapat teratur dan seksama. Kepentingan umum
harus didahulukan dari pada kepentingan perseorangan. Selanjutnya harus
diperhatikan juga kepentingan orang lain; perbuatan anggota masyarakat itu
tidak boleh mengganggu hak orang lain; perbuatan anggota masyarakat itu
tidak boleh mengganggu hak orang lain. Dibandingkan dengan hak milik
menurut hukum adat, maka hak eigendom menurut hukum barat itu, yang
bersifat liberal, mengandung kebebasan-kebebasan yang luas sekali. Jika
13 Lihat, Roestndi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia, N.V, Masa Baru, bandung, 1962, hal. 170
hak eigendom ikatannya hanya 1%, maka hak milik mungkin ikatannya
50%, yaitu dikepit, digenggam, diliputi oleh hak-hak persekutuan hukum.14
Tanah milik menurut hukum adat umpamanya tak dapat dijual semau-
maunya saja seperti tanah eigendom, dan hanya orang-orang tertentu yang
dapat dibolehkan memiliki tanah milik ini. Sifat milik menurut hukum adat
itu banyak mengandung pengertian fungsi sosial sedangkan eigendom
menurut hukum barat jauh sifatnya dari pengertian fungsi sosial karena
lebih mengutamakan fungsi individual. Sekedar pengetahuan, dalam
hubungan ini baik kita kutip tulisan prof. Soepomo, yang menyatakan
bahwa “Di Barat yang kuat ialah faktor individual” Di sana penulis telah
memperkembangkan dirinya sebagai individu demikian rupa, sehingga oleh
karenanya unsur kemasyarakatan terdesak. Tapi individualism yang
memuncak sudah lewat waktunya, orang telah mennggalkannya pula dan
sekarang perkembangan kolektivitet diberi kesempatan seluas-
luasnyaSebaliknya di Indoensia kita melihat suatu proses yang sebaliknya.
Disini yang berkuasa ialah persekutuan atau golongan, kemungkinan-
kemungkinan bagi idnibidu untuk hidup secara individual, terbatas oleh
susunan pergaulan hidup. Itulah sebabnya di sini ada cita-cita yang kuat
untuk membebaskan individu15
2) Pembatasan Hak Eigendom (hukum privaat)
Mengenai pembatasan hak eigendom, ditentukan dalam pasal 570
B.W. bahwa kekuasaan untuk mempergunakan itu hendaknya tidak
bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan umum” dan
“tidak emngganggu hak-hak orang lain.” Selanjutnya “hak itu dapat diabut
untuk kepentingan umum/” pencabutan hak (onteigening) adalah
pembatasan yang paling berat terhadap hak eigendom. Pada asasnya
eigendom itu tak dapat diganggu, akan tetapi kekuasaan Negara mempunyai
hak kekuasaan untuk mencabut hak-hak privaat seseorang berlawanan
dengan kemauannya yang berhak, untuk maksud yang tertentu yang
dianggap sebagai kepentingan umum, serta hak-hak itu (eigendom
14 op, cit., hal. 175
15 loc.cit
seluruhnya) diserahkan kepada badan atau orang lain dengan syarat harus
mengganti kerugian yang layak kepada orang yang berhak itu (S. 19200574,
padal 133 I.S)
Beberapa ketentuan yang membatasi cara menjalankan hak
eigendom, menurut hukum privaat:
a) Burenrecht (hak dan kewajiban antara tetangga), pasal 625-672
B.W. menurut pasal 625 B.W.
terdapat hak dan kewajiban antara orang-orang yang
mempunyai perkarangan (erven) yang terdekat, yang timbul
karena letaknya pekarangan menurut alam atau Karena ketentuan
undang-undang Burenrechten itu di antaranya dapat disebut wajib
memberi tanda batas (afscheiding), misalnya menaruh batu atau
patok sebagai tanda batas (pasal 630a B.W). hak menutup batas
(afsluiting) untuk menjaga masuknya orang yang tidak disukainya,
misalnya dengan membuat pagar, parit dan sbagainya (pasal 621,
632, 642 B.W) Larangan  membuat jendela atau lubang pada batas
pagar batu (pasal 644 B.W). larangan menanam pohon yang
tinggi-tinggi dalam jarak tertentu dengan batas perkarangan (pasal
665, 666 B.W.). Wajib menerima air yang mengalir menurut alam
dari perkarangan yang letaknya lebih tinggi (pasal 626 B.W.)
Larangan mengubah mengalirnya air dari mata air yang berada di
atas perkarangannya (pasal 627, 628 B.W.). larangan mengalirkan
air hujan atau air kotor ke perkarangan tetangganya (pasal 652,
653 B.W)16.Tembok untuk batas antara bangunan, kebun, tanah
perusahaan, terhitung masuk dalam tembok bersama (pasal 633
b.W.) Wajib membongkar bangunan, cerobong asap, tembok, yang
karena tua atau sebab lain membahayakan atas tegoran tetangga
(pasal 654 B.W) Hak mendapatkan jalan ke luar jalan raya (pasal
667 B.W.)17
16 Lihat, Soetan Malikoel Adil, Hak-hak Kebendaan, PT Pembangunan, Jakarta, 1962, hal. 84.
17 Op. cit., hal 90
b). Erdienstbaarheden atau servituten (pasal 674-710 B.W).
Menurut pasal 674 B.W. servitut adalah suatu beban yang
diletakkan atas suatu pekarangan, untuk kepentingan suatu
pekarangan lain yang berdekatan kepunyaan orang lain, supaay
dapat digunakan oleh yang mempunyai pekarangan lain itu.
Menurut pasal 675 B.W. servitut itu membawa kewajiban untuk
mengijinkan (dulden) sesuatu atau kewajiban untuk tidak berbuat
sesuatu. Burenrecht dan servitut sebagian besar meliputi lapangan
yang sama. Bedanya ialah, bahwa burenrecht menunjukan pada
keadaan yang normal itu. Misalnya menurut burenrecht, dalam
jarak yang tertentu dari batas pekarangan, orang tidak boleh
membuat jendela, hingga dapat saling melihat ke halaman yang
satu sama lain (644 B.W.). tapi larangan ini dapat dilanggar oleh
suatu servitut tentang hak cahaya dan pemandangan (pasal 680
B.W.). Suatu servitut menjelmakan suatu keadaan yang
berlawanan dengan hak biasa (karena dibuat menurut perjanjian
kebendaan atau testamen), sedang sebaliknya burenrecht adalah
peraturan sah tentang keadaan yang lazim ada, ialah keadaan
sebagai akibat dari letaknya, perbatasan dan suasana dari
eigendom yang berdekatan.18
3) Pembatasan-pembatasan hak eigendom (hukum publik)
Menurut hukum publik sangat banyak, di antaranya tentang bangunan-
bangunan peraturan garis sempadan; tentang halaman rumah; peraturan
kebersihan; tentang ternak; peraturan memotong hewan; tentang
perusahaan: peraturan melarang gangguan (hinderordonnantie). Selanjutnya
dapat diterangkan, bahwa menurut pasal 571 B.W. eigendom atas tanah itu
meliputi eigendom dari segala sesuatu yang berada di atas dan di bawah
tanah itu. Yang empunya dari permukaan tanah mempunyai kekuasaan atas
angkasa di atasnya dan tanah di bawahnya. Teoritis sampai di pusat bumi.19
Ini berarti, bahwa bila tak ada undang-undang telpon dan telegrap dan tak
18 loc.cit
19 op. cit., hal. 82
ada peraturan sah tentang penerbangan si empunya permukaan tanah itu
akan dapat melarang pemasangn kawat atau penerbangan kapal terbang di
atas tanahnya. Mengenai kekuasaan di bawah permukaan tanah, pasal 1
Undang-undang pertambangan (Indische mijnwet S. 1899-214) melarang
orang-orang yang berhak atas tanah untuk menguasai barang tambang tanpa
izin
Cara Memperoleh Hak Eigendom:
Pasal 584 B.W. memuat beberapa cara untuk memperoleh eigendom.
Lengkapnya menurut, Pitlo adalah sebagai berikut:
a. toeeigening (pemilikan, pengambilan milik)
b. natrekking (penarikan, pelekatan)




g. verjaring (lewat waktu, kadarluasa)
h. pnteigening (pencabutan hak milik)
i. verbeurdverklaring (pernyataan perampasan)
j. boedelmenging (percampuran harta)
k. erfopvolging (perwarisan)
l. ontbinding van ee rechtpersoon (pembubaran badan)
m. abandonnement (pelepasan hak)
Dari cara-cara memperoleh eigendom diatas perlu di ketahui pula apa
yang dikenal dengan hak originer dan hak derivative. Hak originer lahir
dengan jalan okupasi, asesi daluarsa dengan syarat bahwa tanah atau barang
tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga hak yang
diperoleh itu hak baru yang bebas dari beban dan kewajiban serta
wewenang dari orang lain.20. Hak derivative lahir karena penyerahan,
pewarisan, percampuran harta yang diterima dari pemilik terdahulu. Hak ini
bukan hak barum tetapi hak yang diperoleh dari orang lain secara utuh, baik
20 loc. cit
aktiva maupun pasiva persis seperti keadaan hak sebelumnya. Hak
eigendom dapat hapus karena hal-hal sebagai berikut:
a. diperoleh orang lain
b. si yang empunya meninggalkan benda atau meninggalkan haknya
(derelictie, abandonnement)
c. binatang atau ikan yang tertangkap diberi kemerdekaannya kemabli
menurut alamnya
d. benda itu musnah
e. pencurian atau kehilangan benda yang bergerak, bila dalam tempo 3
tahun tidak diadakan gugatan untuk menuntut kembali benda itu
Apakah suatu benda yang tak bergerak (tanah) dapat ditinggalkan,
sangat disangsikan. Tidak ditegaskan dalam undang-undang (B.W.). Bila
orang mengakui adanya kemungkinan ini sehingga tanah itu menjadi tanah
Negara (pasal 520 B.W.)21. Eigendom itu tidak hilang karena tidak
digunakan, betapapun lamanya. Siapa yang tidak menggunakan
eigendomnya dan mengizinkan orang lain memakaina, maka eigendom itu
dapat hilang karena orang lain itu memperoleh eigendom dengan cara
verjaring.
D. Prosedur Sertifikasi Tanah Hak Akte Van Eigendom
Verponding
Sesuai dengan prinsip nasionalitas yang dianut UUPA, orang asing yang per
24 September 1960 memiliki tanah berdasarkan KUHPerdata harus
memindahkan hak tersebut kepada WNI dalam waktu satu tahun. Bila lalai,
tanah itu menjadi tanah yang kembali dikuasai negara. Hal ini diatur dengan
ketentuan konversi Pasal I, III, IV, V, VI. Ketentutan konversi atas tanah-tanah
hak barat lebih lanjut diatur oleh Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979.
Keppres ini dibuat dalam rangka menyelesaikan masalah yang timbul karena
jangka waktu konversi tanah hak barat akan berakhir pada 24 September 1980.
21 Lihat, A. Teloeki, Perbandingan Hak Milik Atas Tanah dan Recht Van Eigendom, PT Eresco,
Bandung, 1976, hal.52
Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 dipertegas dengan peraturan menteri
dalam negeri No. 3 Tahun 1979 tertanggal 22 September 1979.
1.  Sistem Pendaftaran Tanah
Pendaftaran Tanah ditentukan dalam Pasal 19 UUPA, di mana
pelaksanaannya diatur berdasar peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan
Pendaftaran tanah. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa:
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”
Pendaftaran tanah seperti diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang
Pokok Agraria tersebut diatur lebih lanjut dalam ayat (2) yang menyatakan
bahwa pendaftaran tanah meliputi:
a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah peralihan hak-hak tersebut
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.
Tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum dari hak-hak
atas tanah. Kepastian hukum tersebut meliputi orang atau badan hukum yang
menjadi pemegang hak, letak, batas-batas, serta luas bidang tanah.  Sehubungan
dnegan pemberian kepastian hukum hak-hak ats tanah, baik menegnai subyek
maupun obyeknya, maka pemerintah mengharuskan dilakukannya pengumuman
menegnai hak-hak atas tanah, yang meliputi:
1. Pengumuman menegnai subyek yang menjadi pemegang hak yang dikenal
sebagai asas publisitas dengan maksud agar masyarakat luas dapat
,mengetahui tentang subjek dan objek atas suatu bidang tanah. Adapun
implementasi asas publisitas ini adalah dengan mengadakan pendaftaran
hak.
2. Penetapan mengenai letak, batas-batas, dan luas bidang-bidang tanah yang
dipunyai seseorang atas suatu  hak atas tanah, dikenal sebagai asas
spesialitas dan implementasinya adalah dengan mengadakan Kadaster.
Daftar-daftar umum yang mempunyai kekuatan bukti serta pemberian surat
tanda bukti hak merupakan dorongan yang kuat bagi para pemegang hak untuk
mendaftarkan haknya. Daftar-daftar umum yang tidak mempunyai kekuatan
bukti merupakan daftar-daftar umum yang tidak membuktikan orang yang
terdaftar di dalamnya sebagai pemegang hak yang sah menurut hukum. Oleh
karena daftar-daftar umum tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti, maka tidak
ada dorongan bagi pemegang hak yang lama untuk mendaftarkan haknya dalam
daftar-daftar umum. Pendaftaran hak tersebut ditujukan bagi para pemegang hak
yang baru. Untuk mendorong para pemegang hak baru mendapatkan haknya,
maka pendaftaran dijadikan sebagi syarat bagi peralihan hak .
2. Objek Pendaftaran Tanah
Pasal 16 ayat (1) UUPA, yang menetapkan hak-hak atas tanah yang dapat
diberikan dan dipunyai seseorang bersama orang lain serta badan hukum. Hak-
hak atas tanah yang merupakan ha katas benda, yaitu:
a. Hak Milik
Adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (Pasal 20 Undang-
Undang Pokok Agraria)
b. Hak Guna Usaha
Adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara
dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan
pertanian, perikanan, atau peternakan (Pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria)
c. Hak Guna Bangunan
Adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas
tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun
(Pasal 35 Undang-undang Pokok Agraria)
d. Hak Pakai
Adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang
dikuasai langsung oleh engara atau tanah milik orang lain yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh
pejabat yang berwenang memberikanny6a atau dalam perjanjian dengan pemilik
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan
tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-
ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria)
e. Hak Sewa
Hak Sewa untuk bangunan itu yaitu seseorang atau abdan hukum
mempunyai hak sewa ats tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik
orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya
sejumlah uang sebagai sewa (Pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria).
Bahwa hak-hak atas tanah yang terdapat dalam Pasal 16 tersebut di atas
yang kelihatannya semula kan berisfat limitative, tetapi dalam perkembangannya
seterusnya tidak limitative sehingga memberikan kemungkinan untuk
perkembangan baru atas hak-hak atas agrarian lain-lainnya, dan sebagai contoh
Hak Pengelolaan yang kini diatur oleh PMDN No. I Tahun 1977. Hak-hak yang
tunduk kepada kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Eigendom,
erfpracht, Opstal, Vruchtgebruik, Hypotheek, dan hak-hak adat seperti erflijk
individueel bezetricht, hak milik adat, tanah girik, tanah letter C, grant sultan,
grant controleur, ataupun grant delimaatschapij. Dengan berlakunya UUPA, hak-
hak tersebut dikonversi kie dalam salah satu dari lima jenis hak yang tersebut
diatas.Pasal 10 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 menetapkan
bahwa:
“bagi letak hak milik, Hak guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan tiap-
tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan
diadakan daftar buku tanah tersendiri. Bidang-bidang tanah sebaagi objek
Kadaster adalah bidang-bidang tanah yang diukur dan dipetakan berupa batas-
batas tanah yang dimiliki seseorang atau badan hukum.”
Pasal 4 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 menetapkan
bahwa peta pendaftaran itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas
tanah di dalam desa dan batas-batasnya baik yang kelihatan maupun tidak
kelihatan sehingga batas-batas yang harus diukur dan dipetakan adalah batas-
batas hak atas tanah. Pendaftaran bidang-bidang tanah dalam daftar tanah
dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 7 tahun
1961.
Pasal 2 ayat (1) Peraturan menteri Agraria No. 7 Tahun 1961. Dalam Pasal
2 ayat (1) Peraturan Menetri Agraria No. 7 Tahun 1961. Dalam Pasal 2 ayat (1)
Peraturan menteri Agraria No. 7 Tahun 1961 ditetapkan bahwa dalam daftar
tanah didaftar semua bidang tanah dalam sesuatu desa, baik tanah hak maupun
tanah negara. adalah tanah di mana terdapat sesuatu hak di atasnya dan yang
dimaksud dengan tanahn di mana terdapat sesuatu hak di atasnya dan yang
dimaksud dengan tanah negara ialah tanah yang dikuasai sepenuhnya oleh
negara.
Tanah-tanah yang terletak dalam suatu desa hanya terdiri dari 2 macam tanah
yaitu:
(1) tanah-tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh orang atau badan
hukum (tanah-tanah hak);
(2) tanah-tanah yang Dalam ayat (2) ketentuan tersebut ditetapkan bahwa yang
dimaksud dengan tanah hak tidak dipunyai dengan suatu hak oleh orang
atau badan hukum, yaitu tanah-tanah negara.
Batas suatu bidang tanah hak merupakan batas-batas dalam bidang tanah
hak atau batas-batas dalam tanah negara. Hal ini berarti bahwa pengukiran dan
pemetaan batas-batas bidang-bidang tanah hak di suatu desa akan sekaligus
merupakan pula pengukuran dan pemetaan batas-batas bidang-bidang tanah hak
di suatu desa sekaligus merupakan pula pengukuran dan pemetaan batas-batas
bidang atau bidang-bidang tanah-tanah negara.
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria  No. 7 Tahun 1961 ditetapkan
bahwa semua bidang tanah yang terletak di suatu desa, baik bidang tanah hak
maupun bidang tanah yang terletak di suatu desa, baik bidang tanah hak maupun
bidang tanah negara didaftarkan dalam daftar tanah dari desa tersebut. Dengan
demikian, daftar-daftar tanah yang diadakan dalam rangka penyelenggaraan
kadaster akan memberikan gambaran yang lengkap dari bidang-bidang tanah,
baik bidang tanah hak maupun bidang tanah negara yang terletak di desa-desa di
seluruh Indonesia.
Pendaftaran tanah meliputi Kadaster dan pendaftaran hak. Pendaftaran hak-
hak dalam daftar umum harus dilakukan setelah buidang-bidang tanah yang
menjadi objek hak-hak diukur dan dipeta. Pengukuran dan pemetaan bidang-
bidang tanah yang terletak dalam wilayah RI dilakukan secara tahap demi tahap
atau daerah-daerah. Maka pendaftaran hak-hak dengan sendirinya hanya dapat
dilakukan di daerah-daerah yang telah mendapat giliran untuk diukur dan dipeta .
Penundaan pendaftaran hak-hak atas tanah di suatu daerah akan menimbulkan
kesulitan bagi pengalihan ha katas tanah didaerah itu. Mengingat hal tersebut,
UUPA telah menjadikan pendaftaran tanah sebagai syarat bagi peralihan hak atas
tanah.
E. Kesimpulan
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah. Surat tanda bukti ini
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis
sepanjang isinya sesuai dengan data lapangan yang ada di dalam surat ukur dan
buku tanah hak yang bersangkutan, Pasal 19 UUPA ayat 2 huruf c tidak
memerintahkan untuk menggunakan system positif dalam pendaftaran tanah di
Negara kita. Namun demikian surat tanda bukti hak atas tanah yang disebut
Sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, tetapi bukan alat
pembuktian yang mutlak (absolut)
Hak atas tanah diberikan dan dinyatakan kepada pemilik tanah berupa
sertifikat yang merupakan akta otentik/tanda bukti hak. Jika pihak lain
menggugat, maka yang menggugatlah yang harus membuktikan bahwa ada
kesalahan  dalam proses penerbitan sertifikat maupun kebenaran data fisik dan
data yuridis yang tercantum pada sertifikat tersebut.
Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah kepada pemilik baru
sertifikat hak atas tanah bekas Hak Eigendom. Prasyaratnya, sertifikat hak atas
tanah bekas hak Eigendom. yang diterbitkan tersebut harus sesuai dengan data
fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah, sehingga merupakan
alat pembuktian yang kuat.
Kesalahan penerbit sertifikat yang tidak sesuai dengan data di lapangan
berpotensi memunculkan sengketa pertanahan.
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